PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jin Sarolangun - Jambi Km 1 Sarolangun , Telepon/Fax (0745)

SAROLANGUN KODE POS 37381

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PM-PTSP KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 774~ TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA ( PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ) PKBEM
ISLAMIYAH DESA LUBUK RESAM KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG KABUPATEN
SAROLANGUN

Membaca . Surat Permohonan Kepala Lembaga ( pusat Kegiatan Belajar
masyarakat )JPKBM Islamiyah Desa lubuk Resam Kecamatan Cermin
Nan Gedang Nomor : 05/TK BN/-IY/ X / 2019 Tanggal 23 Oktober
2019 Perihal Pengajuan Izin Operasional:

Mengingat : 1. Undang —undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan
atas Undang —undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok —
Pokok Kepegawaian ( Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagai telah diubah
dengan undang — undang nomor 54 tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur{ Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3969 );

3. Undang — undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaga Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 4301 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang - undang
( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang
Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 3410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran
serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang
Kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi
sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 0486/1992 Tentang Taman Kanak — kanak

9. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang
standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan
Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 58 Tahun
2018 Tentang pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun ;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indanesia Namar : 20 Tahun 20190 Tentang Perubahan atas.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor : 51 Tahun 2019 Tentang Program belajar;







